
 

1 
 

Halaman Judul 

Lembar Pengesahan 

Surat Pernyataan 

Executive Summary (Ringkasan Eksekutiv) 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Analisis GAP 

3. Tujuan dan Manfaat Organisasi Adaftif 

4. Permasalahan 

5. Rencana Strategi Proyek Perubahan 

6. Rencana Kegiatan Proyek Perubahan (Milestone) 

 

BAB II IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

1. Capaian Perubahan Terhadap Rencana Perubahan dan 

Manfaat Proyek Perubahan   

1) Hasil Capaian Milestone Pertama Yaitu Pembentukan 

Tim Efektif 

2) Hasil capaian milestones kedua yaitu 

Menyelenggarakan      

3) Focus Group Discussion (FGD) ketiga yaitu meminta 

dukungan  stakeholder Interen dan eksteren 

4) Hasil capaian milestone keempat yaitu membuat 

rancangan aplikasi Lapair. 

5) Hasil capaian milestone kelima yaitu penyusunan Draf 

Keputusan Dirpolairud Polda Malut 

6) Hasil capaian Milestone keenam yaitu sosialisasi dan 

uji coba aplikasi Lapair pada salah satu kelompok 

Nelayan di Ternate. 

2. Kepemimpinan Strategis 

3.  Implementasi Strategi Marketing 

1) Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi 

Komunikasinya 

2) Pemanfaatan Strategi Organisasi 



 

2 
 

3) Strategi Marketing (Diseminasi dan Publikasi Proyek 

Perubahan) 

4. Keberlanjutan Proyek Perubahan 

5. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar Pelaksanaan Strategi 

Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan 

7. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek 

Perubahan. 

8. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri 

BAB III PENUTUP 

1. Kesimpulan 

2. Saran Rekomendasi 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 PROYEK PERUBAHAN  

 

“Strategi Optimalisasi Pelayanan Publik 
Yuridiksi Direktorat Kepolisian Perairan 
dan Udara Polda Maluku Utara dalam 

Rangka Memelihara Keamanan 
Ketertiban Masyarakat Melalui Aplikasi 

LAPAIR.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oleh :  
  

AKBP EDDY JUANIDI, S.M., M.Si. 
NDH: 11 

 
 
 

  
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II  

Angkatan XXVIII tahun 2023  
 
 
 
 
 

 
 

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
2023 



 

4 
 

 
 
  



 

5 
 

  



 

6 
 

 

EXECUTIVE SUMMARY (Ringkasan Eksekutif)

Sebagai organisasi yang 

merupakan alat negara yang bertugas 

untuk menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan dibidang keamanan, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(selanjutnya disebut Polri), memiliki 

beberapa satuan yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat salah satu diantaranya 

adalah kepolisian perairan dan udara, 

untuk tingkat daerah (Propinsi) disebut 

dengan Direktorat Kepolisian Perairan 

dan Udara (Ditpolalairud) yang dipimpin 

oleh seorang direktur dengan nama 

Dirpolairud, dalam hal ini yang dibahas 

adalah permasalahan di propinsi 

maluku utara. 

Upaya Ditpolairud Polda Maluku 

Utara dalam memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat 

(Kamtibmas) diperlukan beberapa 

elemen penting dalam mewujudkan hal 

tersebut agar tujuan organisasi dapat 

dicapai  dengan seefektif dan seefesien 

mungkin sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. elemen penting tersebut 

merupakan suatu kelemahan/ 

kekurangan yang dapat dijadikan suatu 

strategi kekuatan bila disandingkan 

dengan peluang yang bisa 

dimanfaatkan seefektif dan seefesien 

mungkin,  dalam hal ini Ditpolairud 

Polda Malut dalam memelihara 

Keamanan Ketertiban Masyarakat di 

Propinsi Maluku Utara harus mampu 

meningkatkan kerja sama (kolaborasi) 

dengan stakeholder yaitu dengan 

masyarakat perairan, masyarakat 

pengguna jasa perairan dan instansi 

yang berkepentingan di perairan 

(instansi maritim), dengan adanya kerja 

sama (kolaborasi) yang baik akan 

memberi efek positif dalam memelihara 

kamtibmas yang kodusif di wilayah 

perairan Maluku utara. 

Wilayah geografis Maluku utara 

merupakan kepulauan yang terdiri 

23,73% daratan 76,27% perairan, 

sehingga menyulitkan interaksi 

masyarakat dengan Ditpolairud Polda 

Maluku Utara dalam hal informasi 

gangguan kamtibmas didaerahnya. 

Dengan adanya Kerjasama 

(Kolaborasi) dengan stakeholder di 

perairan dalam melayani publik mampu 

untuk memelihara kamtibmas sesuai 

harapan  Ditpolairud Polda Maluku 

Utara, dalam upaya meningkatkan 

Kerjasama ini diperlukan suatu sarana 

(alat) dalam mengoptimalkan 

pelayanan publik yaitu dengan 

membuat suatu sarana (alat) yang bisa 
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memudahkan interaksi Ditpolairud 

Polda Maluku Utara dengan publik, 

dalam hal ini Ditpolairud Polda Malut 

membuat suatu aplikasi yang bisa 

menerima laporan/pengaduan 

gangguan Kamtibmas di daerahnya, 

dengan adanya laporan/pengaduan ini 

personil (Ditpolairud) akan segera 

menindaklanjutinya. Dalam menjawab 

tantangan ini maka project leader 

membuat gagasan proyek perubahan 

berupa Strategi Optimalisasi Pelayanan 

Publik Yuridiksi Direktorat Kepolisian 

Perairan dan Udara Polda Maluku 

Utara Dalam Rangka Memelihara 

Keamanan Ketertiban Masyarakat 

Melalui Aplikasi “LAPAIR”. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah 

SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, kami panjatkan puja dan 

puji serta syukur ke atas kehadirat-

NYA, yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah dan inayah-NYA kepada kami, 

sehingga kami dan tim dapat 

menyelesaikan Proyek Perubahan 

dengan judul “Strategi Optimalisasi 

Pelayanan Publik Yuridiksi 

Direktorat Kepolisian Perairan Dan 

Udara Polda Maluku Utara Dalam 

Rangka Memelihara Keamanan 

Ketertiban Masyarakat Melalui 

Aplikasi Lapair” 

Implementasi Proyek Perubahan 

ini merupakan suatu persyaratan yang 

harus diselesaikan dalam 

menyelesaikan Pelatihan pada 

Pendidikan Kepemimpinan Nasional 

(PKN) Tingkat II Oleh Lembaga 

Administrasi Negara Republik 

Indonesia (LAN RI) yang 

diselenggarakan di Pusat Pendidikan 

Administrasi (Pusdikmin) Polri 

Angkatan XXVIII Tahun 2023. 

Dalam penyusunan dan implementasi Proyek Perubahan ini, tidak lupa kami 

mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan dukungan nya 

kepada : 

1. Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara 

Republik Indonesia (LAN RI)  

2. Kombes Pol Drs.Taufik Supriyadi selaku Kapusdikmin Polri 

3. Bapak M. Firdaus, M.BA, Ph.D selaku PENGUJI 

4. Kombes Pol. Mugi Sekar Jaya, S.Sos, S.I.K selaku MENTOR 

5. Ibu Dr. Ir. Retno Setijowati, M.S selaku COACH 

6. Para Widyaswara dan penyelenggara PKN II yang telah memfasilitasi dan 

mentransfer ilmunya kepada kami. 

7. Para Stakeholder interen dan eksteren yang tidak kami sebutkan satu 

Persatu. 

8. Tim fektif yang sudah sangat membantu dalam implementasi proyek 

perubahan ini 

9. Kepada istri dan anak-anak tercinta yang sudah memberikan dukungan 

semangat dan doa dalam menyelesaikan proyek perubahan ini. 
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Dalam menyelesaikan 

Implementasi Proyek Perubahan ini 

kami merasa masih jauh dari kata 

sempurna, kami berharap adanya 

saran dan masukan untuk perbaikan 

yang lebih baik lagi, semoga 

Implementasi Proyek Perubahan ini 

beguna bagi Pusdikmin Polri dan 

Kesatuan Direktorat Kepolisian 

Perairan Dan Udara Polda Maluku 

Utara. 

Bandung,          November 2023 

EDDY JUANIDI, S.M,.M.Si 
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BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Provinsi Maluku Utara merupakan 

wilayah kepulauan yang terdiri dari 

pulau besar dan pulau kecil yang 

tersebar di wilayah maluku utara. 

Geografis Maluku Utara terletak pada 

Koordinat 3° 40’ LS- 3° 0’ LU123° 50’ – 

129° 50’ BT, merupakan gugusan 

kepulauan dengan rasio daratan dan 

perairan sebanyak 23,73% : 76,27% 

Memiliki gugusan pulau sebanyak 89 

buah, pulau berpenghuni 138 belum 

berpenghuni. 

Pada saat ini Direktorat Kepolisian 

Perairan dan Udara memiliki 12 Markas 

Unit (Pos Polairud) yang tersebar di 10 

Kabupaten/Kota setiap markas unit 

terdiri dari 4 (empat) personil sehingga 

untuk pengawasan perairan maluku 

utara kurang maksimal karena setiap 

kabupaten/ kota hanya 4 (empat) 

personil Ditpolairud sehingga dengan 

adanya keterbatasan personil ini 

dibutuhkan suatu inovasi untuk 

mengatasi kekurangan tersebut. 

Direktorat Kepolisian Perairan dan 

Udara Polda Maluku Utara 

menggunakan 3 (tiga) data sebagai 

acuan penting dalam mengatasi 

permasalahan yang harus diperhatikan 

untuk dapat mengoptimalkan 

Kerjasama dengan publik adapun 

acuan tersebut adalah:

a. Data Personel 

 

 

NO UNIT ORGANISASI 
POLRI 

KBP AKBP KP AKP IP BA/TA JML 

1 Pimpinan 1 1 - - - - 2 

2 Subbagrenmin - - 1 - 2 53 55 

3 BagBinOps - 1 - - - 7 8 

4 Subditgakkum - - - - 2 12 14 

5 Subditfasharkan - - 1 - - 4 5 

6 Subditpratroliairud - - - - 2 104 106 

JUMLAH 1 2 2 - 5 180 190 
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b. Data Pelanggaran Personil 

NO JENIS PELANGGARAN JUMLAH  

1  ASUSILA  1  

2  DISERSI  1  

3  UTANG PIUTANG  2  

4  GAR PLIN  1  

 

c. Data Penegakkan Hukum 

NO  JENIS KASUS  JUMLAH  

1  PELAYARAN  6  

2  PERIKANAN  4  

3  PERDAGANGAN  1  

4  KEHUTANAN  1  

 
TOTAL  12  

 

 

2. Analisis GAP 

a.  Kondisi saat ini: 

1) Terbatasnya personil; 

2) Pelayanan belum 

maksimal;  

3) Adanya keluhan 

masyarakat tentang 

kinerja personil; 

4) Kerjasama masyarakat 

dengan Ditpolairud belum 

maksimal  

b. Kondisi Ideal :  

1) Mampu  mengajak 

Masyarakat 

bekerjasama menjaga 

kamtibmas; 

2) Pelayanan maksimal;  

3) Meningkatkan kinerja 

Perrsonel dengan 
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memberikan reward 

dan punishment; 

4) Memaksimalkan 

Kerjasama masyarakat 

dengan Ditpolairud   

c. Inovasi: 

Perlu mengotimalkan 

pelayanan kepada publik di 

wilayah hukum (yuridiksi) 

Direktorat Kepolisian Perairan 

dan Udara Polda Maluku Utara 

supaya terjalin kerja sama 

(kolaborasi) dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban 

masyarakat di wilayahnya. 

Sehubungan dengan kondisi 

geografis Maluku Utara yang 

mana wilayahnya merupakan 

gugusan kepulauan dengan 

rasio luas daratan 23,73% dan 

luas perairan 76,27% sehingga 

menyulitkan publik untuk 

berinteraksi dengan Ditpolairud 

untuk memberikan/melaporkan 

situasi kondisi adanya 

gangguan Kamtibmas di 

wilayahnya, dengan adanya 

kesulitan ini maka perlu dibuat 

suatu alat untuk memudahkan 

publik untuk bekerja sama 

(kolaborasi) dengan Ditpolairud 

yaitu dengan membuat sarana 

Aplikasi dengan nama LAPAIR.  

d. Output dan Outcome  

1) Output  

a) Jangka Pendek  

(1) Tersusunnya 

SOP 

penggunaan 

aplikasi 

LAPAIR. 

(2) Tersusunnya 

Peraturan 

Dirpolairud 

Polda Malut 

tentang aplikasi 

LAPAIR 

(3) Terbentuknya 

aplikasi LAPAIR 

sebagai alat 

untuk 

kerjasama. 

(4) Terealisasinya 

untuk uji coba di 

kelompok 

nelayan. 

 

 

 



 

13 
 

b) Jangka Menengah  

(1) Terbentuknya 

aplikasi LAPAIR 

di 12 (dua 

belas) markas 

unit (Pos 

polairud) 

(2) Tersosialisasikan 

SOP 

penggunaan 

Aplikasi 

LAPAIR.  

c) Jangka Panjang 

Pelayanan publik 

yuridiksi Direktorat 

Kepolisian Perairan 

dan Udara Polda 

Maluku Utara dapat 

terealisasi di semua 

lini publik perairan 

provinsi maluku 

utara.  

2) Outcome 

Terwujudnya kerjasama 

(kolaborasi) Ditpolairud 

dengan masyarakat 

perairan, pengguna jasa 

perairan, stakeholder dan 

HTCK subsatker dalam 

hal:  

a) Menjaga Kamtibmas 

di wilayah perairan 

b) Masyarakat turut aktif 

dalam menjaga 

kamtibmas di 

perairan 

c) Meningkatkan 

efektifitas tugas 

pokok masing-

masing subsatker 

Ditpolairud Polda 

Malut.  

3.  Tujuan dan Manfaat Organisasi Adaptif 

Secara umum proyek 

perubahan ini dibuat berdasarkan 

kebijakan Direktur Kepolisian 

Perairan dan Udara Polda Maluku 

Utara  betujuan untuk 

mengoptimalkan kerja sama 

(kolaborasi) pelayanan publik dalam 

rangka menjaga keamanan dan 
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ketertiban masyarakat di daerah 

hukum Direktorat Kepolisian Perairan 

Polda Maluku Utara. Dengan adanya 

kerja sama (kolaborasi) diharapkan 

pelaksanaan tugas pokok Ditpolairud 

berjalan efektif dan efesien sesuai 

tujuan institusi Ditpolairud untuk 

mengatasi kekurangan/ kelemahan. 

Dalam pembuatan proyek 

perubahan dibutuhkan 3 (tiga) 

tahapan untuk penyelesaiannya yaitu 

tujuan jangka pendek, tujuan jangka 

menengah, tujuan jangka panjang 

yang tediri dari : 

 

a. Tujuan 

1) Tujuan Jangka Pendek 

a) Membentuk tim 

efektif pembuatan 

proyek perubahan.  

b) Menyelnggarakan 

Focus Group 

Discussion (FGD) 

dengan stakeholder 

c) Membuat rancangan 

aplikasi “LAPAIR” 

d) Membuat Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) dan 

dokumentasi video 

serta foto. 

e) Membuat draf 

peraturan Dirpolair 

Polda Malut. 

f) Melaksanakan uji 

coba aplikasi 

“LAPAIR” pada 

kelompok nelayan di 

Ternate. 

2) Tujuan Jangka Menengah 

a) Melakukan uji coba  

aplikasi “LAPAIR” 

disetiap wilayah kerja 

markas     unit (Pos 

Polairud) 

b) Tersosialisasikannya 

Standar Operasional 

Prosedur (SOP) / 

tutorial aplikasi 

“LAPAIR” diwilayah 

kerja markas unit 

(Pos Polairud) 

c) Sinkronisasi dasar 

pelaksanaan SOP 

Direktur Kepolisian 

Perairan dan Udara 

tentang aplikasi 

“LAPAIR” oleh 

Markas Unit (Pos 

Polairud) 
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d) Melaksanakan 

monitoring 

pelaksanaan aplikasi 

“LAPAIR” 

3) Tujuan Jangka Panjang 

a) Terlaksananya 

pelayanan publik 

disemua wilayah 

kerja markas unit 

(pos Polairud) 

melalui aplikasi 

“LAPAIR). 

b) Diberlakukannya 

pelayanan aplikasi di 

markas  unit (Pos 

Polair) di  wilayah 

yuridiksi Direktorat 

Kepolisian Perairan 

dan Udara. 

c) Terlaksananya 

Monev berkelanjutan 

untuk aplikasi 

“LAPAIR”. 

b. Manfaat 

Proyek perubahan ini 

merupakan implementasi dari 

kebijakan pimpinan Polri dalam 

rangka Reformasi Birokrasi 

yang tematik dan 

mengoptimalkan pelayanan 

kepada publik di daerah hukum 

Direktorat Kepolisian Perairan 

dan Udara Polda Maluku utara, 

adapun manfaat yang dirasakan 

yaitu: 

1) Manfaat jangka pendek 

a) Dengan adanya tim 

afektif diharapkan 

hasil proyek 

perubahan sesuai 

harapan 

b) Focus Group 

Discussion (FGD)  

dengan stakeholder 

untuk memfokuskan 

apa yang perlu di 

tambahkan 

c) Dengan adanya 

aplikasi Lapair 

memudahkan publik 

bekerja sama 

dengan Ditpolairud 

Polda Malut. 

d) Dibuatnya Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

untuk lancarnya 

kegiatan 

e) Menyusun draf 

peraturan Direktur 

Polisi Perairan dan 

Udara sebagai dasar 
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f) Melakukan uji coba 

untuk mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan untuk di 

evaluasi kembali. 

2) Manfaat jangka menengah 

a) Uji coba di setiap 

markas unit untuk 

mengetahui apakah 

tejadi trouble pada 

aplikasi ataupun 

human error dalam 

menggunakan 

aplikasi. 

b) Setiap Pos Polairud 

memahami Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP)  

c) Setiap Pos Polairud 

menjalankan Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

d) Memantau 

perkembangan 

pelaksanaan aplikasi 

Lapair 

3) Manfaat jangka panjang 

a) Aplikasi LAPAIR 

dapat menjangkau 

dan melayani 

masyarakat di 12 

markas unit Polisi 

perairan dan udara 

b) Markas Unit (Pos 

Polairud) mampu 

melakukan 

pelayanan melalui 

aplikasi LAPAIR 

c) Aplikasi LAPAIR 

dapat dimanfaatkan 

dan dikembangkan 

secara 

berkelanjutan. 

4. Permasalahan 

a. IDENTIFIKASI MASALAH DITPOLAIRUD 

Potensi Permasalahan yang 

dihadapi oleh Dipolairud Polda  

Malut meliputi: 

1) Masih terbatasnya jumlah 

personil  

2) Masih adanyanya personil 

yang berperilaku tercela 

dan melakukan tindak 

pidana sehingga 

berpengaruh kepada 

kepercayaan Masyarakat. 
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3) Belum seluruhnya laporan 

masyarakat ditindaklanjuti 

secara cepat dan tepat 

serta dilengkapi dengan 

surat pemberitahuan 

perkembangan hasil 

penyidikan (SP2HP) 

sehingga masyarkat 

pelapor tidak mengetahui 

perkembangan kasus 

yang dilaporkan. 

4) Masih adanya pengaduan 

masyarakat yang tidak 

puas dengan kinerja 

anggota mengurangi 

kepercayaan masyarakat 

kepada Polri 

b. PENENTUAN MASALAH DOMINAN/PRIORITAS DITPOLAIRUD 

Dari identifikasi permasalahan 

diatas sesuai dengan Rencana 

Kerja  (Renja) Direktorat 

Kepolisian dan Perairan Polda 

Maluku Utara tahun anggaran 

2023  adapun sasaran 

prioritasnya adalah : 

1) Harkamtibmas yang 

kondisif guna menciptakan 

rasa aman ditengah 

masyarakat wilayah 

perairan Polda Maluku 

Utara 

2) Mengoptimalkan 

pelayanan publik di 

wilayah perairanPolda 

Maluku Utara. 

3) Penegakan hukum yang 

transparan dalam rangka 

meningkatkan pelayanan 

publik di wilayah perairan 

Polda Malut. 

4) Meningkatkan 

profesionalisme dan 

kesejahteraan SDM 

personil Ditpolairud Polda 

Malut 

5) Pemenuhan sarana 

prasarana dan almatsus 

Ditpolairud yang modern 

6) Penguatan pengawasan 

Ditpolairud yang efektif 

guna menguatkan 

integritas dan tata Kelola 

yang baik 

5. Rencana Strategi Proyek Perubahan 

Dalam pelaksanaan Proyek 

Perubahan ini project leader 

membagi kegiatan dalam tiga tahap 

pelaksanaan yang terdiri dari : 

a. Jangka Pendek 
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Tahapan 

pelaksanaan/penyelesaian 

pada tahap jangka pendek 

mengoptimalkan pelayanan 

masyarakat oleh Ditpolairud 

melalui aplikasi selama 60 

(enam puluh) hari kalender 

meliputi kegiatan: 

1) Membentuk tim efektif 

pembuatan Proyek 

Perubahan 

2) Menyelenggarakan Focus 

Group Discussion (FGD) 

dengan stakeholder 

3) Membuat rancangan 

aplikasi “LAPAIR”. 

4) Membuat Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) dan  dokumentasi 

video serta photo 

pelayanan 

5) Menyusun draf peraturan 

Direktur Kepolisian 

Perairan dan Udara Polda 

Maluku Utara 

6) Melaksanakan uji coba 

aplikasi “LAPAIR” 

Ditpolairud Polda Malut 

pada kelompok nelayan di 

Ternate. 

b. Jangka Menengah  

Tahapan 

pelaksanaan/penyelesaian 

pada tahap jangka menengah 

dilaksanakan selama 6 (enam) 

bulan meliputi kegiatan: 

1) Melakukan uji coba 

aplikasi “LAPAIR” di setiap 

wilayah kerja markas unit 

(Pos Polairud) 

2) Tersosialisasikan Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP)/tutorial aplikasi 

“LAPAIR” di wilayah kerja 

Markas Unit (Pos 

Polairud). 

3) Sinkronisasi dasar 

pelaksanaan SOP Direktur 

Kepolisian Perairan dan 

Udara Polda Malut tentang 

aplikasi “LAPAIR” oleh 

Markas Unit (Pos Polairud) 

4) Melaksanakan monitoring 

pelaksanaan aplikasi 

“LAPAIR” 

c. Jangka Panjang 

Tahapan 

pelaksanaan/penyelesaian 

pada tahap jangka panjang 

dilaksanakan selama 1 (satu) 

sampai dengan 1,5 (satu 
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setengah) tahun dengan 

kegiatan meliputi: 

1) Terlaksananya 

pelaksanaan pelayanan 

masyarakat perairan di 

semua wilayah kerja 

Markas Unit (Pos Polairud) 

melalui aplikasi "LAPAIR” 

2) Diberlakukannya 

pelayanan aplikasi di 

Markas Unit  (Pos 

Polair) di wilayah perairan 

yuridiksi Direktorat 

 Kepolisian Perairan 

dan Udara Polda Malut 

3) Terlaksananya monev 

berkelanjutan aplikasi 

"LAPAIR" 

6. Rencana Kegiatan Proyek Perubahan (Milestone) 

Tahapan pelaksanaan selama 60 

(enam puluh) hari kalender meliputi 

kegiatan: 
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Tahapan pelaksanaan/penyelesaian 

pada tahap jangka menengah 

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan 

meliputi kegiatan : 

No Tahapan Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

OUTPUT 

(evidence) 

Penanggung 

Jawab 

1 Membentuk  tim efektif 

pembuatan proyek 

perubahan  

Minggu III 

September 

- Surat Perintah 

- Dokumentasi 

- Project 

Leader 

2 Menyelenggarakan Focus 

Group Discussion (FGD) 

dengan stakeholder  

Minggu I 

oktober 

- Dokumentasi 

- Bukti Dukungan 

- Project 

Leader 

- tim efektif 

3 Membuat rancangan 

aplikasi LAPAIR 

Minggu II 

Oktober 

- Surat 

perjanjian 

- Dokumentasi 

- Project 

Leader 

- vendor 

- Tim Efektif 

4 Membuat standar 

Operasional Prosedur 

(SOP) dan dokumentasi 

video serta photo pelayanan 

Minggui III 

Oktober 

- SOP 

- Dokumentasi 

- Project 

Leader 

- Tim Efektif 

5 Menyusun draf peraturan 

Direktur kepolisian Perairan 

dan Udara Polda Maluku 

Utara  

Minggu I 

November 

- Surat 

Keputusan 

Dirpolairud 

- Dokumentasi 

- Project 

Leader 

- Tim Efektif 

6 Melaksanakan uji coba  

aplikasi LAPAIR disalah satu 

kelompok nelayan di 

ternatte 

Minggu II 

November 

- Daftar Hadir 

- Dokumentasi 

- Project 

Leader 

- Tim Efektif 

1 Melakukan uji coba aplikasi LAPAIR 

di setiap wilayah kerja markas unit 

(Pos Polairud) 

Januari 2024 Laporan 

Kegiatan 

Project 

Leader 

Tim Efektif 

2 Tersosialisasikan standar 

operasional prosedur (SOP)/ tutorial 

aplikasi LAPAIR  di wilayah kerja 

Markas Unit (Pos Polairud) 

Maret 2024 Laporan 

Kegiatan 

Project 

Leader 

Tim Efektif 

 

3 Sinkronisasi dasar pelaksanaan 

SOP Ditpolairud Polda Malut 

tentang aplikasi LAPAIR oleh 

markas unit (Pos Polairud) 

Juni 2024 Laporan 

Kegiatan 

Project 

Leader 

Tim Efektif 
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Tahapan pelaksanaan/penyelesaian 

pada tahap jangka panjang 

dilaksanakan selama 1 (satu) sampai 

dengan 1,5 (satu setengah) tahun 

dengan kegiatan meliputi 

1 Terlaksananya pelaksanaan 

pelayanan masyarakat perairan di 

semua wilayah kerja Markas Unit 

(Pos Polairud) melalui aplikasi 

LAPAIR 

Juli 2024 Laporan 

Kegiatan 

Tim Efektif 

 

2 Diberlakukannya pelayanan aplikasi 

di Markas Unit (Pos Polair) di 

wilayah perairan yuridiksi Direktorat 

Kepolisian Perairan dan Udara 

Polda Malut 

September 

2024 

Laporan 

Kegiatan 

Project 

Leader 

Tim Efektif 

3 Terlaksananya monev berkelanjutan 

aplikasi LAPAIR 

Juni 2025 Laporan 

Kegiatan 

Project 

Leader 

Tim Efektif 

 

 

 

 

 

 

BAB II IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

1. Capaian Perubahan Terhadap Rencana Perubahan dan Manfaat Proyek 

Perubahan   

Hasil capaian perubahan 

terhadap rencana perubahan dan 

manfaat proyek perubahan 

merupakan kegiatan implementasi 

proyek perubahan yang di tuangkan 

per milestone yang disajikan dalam 

bentuk tabel dengan  uraian seperti 

dibawah ini :  

4 Melaksanakan monitoring 

pelaksanaan aplikasi LAPAIR 

Juni 2024 Laporan 

Kegiatan 

Project 

Leader 

Tim Efektif 
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a. Hasil capaian milestone pertama yaitu pembentukan Tim Efektif 

NO TAHAPAN 

KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT BUKTI 

PENDUKUNG 

KETERANGAN 

1 

 

 

Perumusan 

Sprint Tim 

Efektif 

Senin, 25 

September 

2023 

Ruang 

pembinaan 

operasi 

Ditpolairud 

- Surat Perintah 

- Dokumentasi 

Terlaksana 

2 Rapat 

Koordinasi i 

Efektif 

Rabu 27 

September 

2023 

Ruang 

rapat 

Ditpolairud 

- Daftar Hadir 

- Notulen Rapat 

- Dokumentasi 

Terlaksana 
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24 
 

1) Deskripsi 

Rapat pembentukan tim 

efektif, telah disepakati 

pembagian tugas dalam 

mendukung proyek perubahan 

dengan judul Strategi 

Optimalisasi Pelayanan Publik 

Direktorat Kepolisian Perairan 

dan Udara Polda Maluku Utara 

dalam Rangka Memelihara 

Ketertiban Masyarakat Melalui 

Aplikasi Lapair. Tim Efektif 

dibagi kedalam beberapa tugas 

dan kelompok yang mempunyai 

tanggung jawab masing-

masing. 

Dalam rapat telah 

menghasilkan kesepakatan 

dalam mengoptimalkan 

pelayanan publik telah 

disepakati untuk 

mengidentifikasi permasalahan 

dan dukungan stakeholder yang 

dapat mendukung kegiatan 

proyek perubahan. 

Rapat telah menghasilkan 

susunan rencana kerja secara 

prioritas sesuai dengan tahapan 

dan target yang telah 

ditentukan, timeline yang 

disusun memuat secara ringkas 

rencana, jadwal dan waktu kerja 

yang sudah direncanakan, 

dengan demikian project leader 

dapat melaksanakan proyek 

perubahan sesuai dengan 

harapan. 

Timeline ini menerangkan 

kapan waktu dimulai kegiatan, 

lama waktu kegiatan, serta 

penanggung jawab kegiatan,, 

timeline dibuat secara detail dan 

komprehensif dimulai dari tahap 

perncanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan 

sebagaimana terlampi

 

2. Kendala

Masih adanya persepsi 

beberapa anggota tim 

beranggapan bahwa proyek 

perubahan akan menjadi tugas 

tambahan yang hanya 

merupakan pekerjaan project 

leader semata. Dengan 

memberikan penjelasan dan 

pendekatan bahwa proyek 

perubahan ini  adalah untuk 

kepentingan instansi Ditpolairud 

dalam mengefektifkan dan 

mengefesienkan pelaksanaan 

tugas pokok Ditpolairud. 
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Dalam pelaskanaan tugas-

tugas tim efektif perlu dibuatkan 

surat perintah (sprin) tugas tim 

untuk melegalitaskan kegiatan 

dalam rangka melaksanakan 

kegiatan secara resmi guna 

mendukung proyek perbahan 

ini. 

 

 

2. Hasil capaian milestones kedua yaitu Menyelenggarakan Focus Grouf 

Discussion (FGD) dan meminta dukungan stakeholder interen dan eksteren 

a. Interen 

NO TAHAPAN/ 

KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT BUKTI 

PENDUKUNG 

KET 

1 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

Kapolda Maluku 

Utara 

Senin, 20 

Oktober 

2023 

Ruang 

Kapolda 

Malut 

Dokumentasi 

Bukti Dukungan 

Terlaksana 

2 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

Wakapolda 

Maluku Utara 

Senin, 01 

Oktober 

2023 

Ruang 

Waka polda 

Malut 

Dokumentasi 

Bukti Dukungan 

Terlaksana 

3 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

Direktur 

Kepolisian 

Perairan dan 

Udara Polda 

Maluku Utara 

Senin, 01 

Oktober 

2023 

Ruang 

Dirpolairud 

Polda Malut 

Dokumentasi 

Bukti Dukungan 

Terlaksana 

4 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

Wakil Direktur 

Keolisian Perairan 

Senin, 25 

Oktober 

2023 

Ruang 

Wakil Wadir 

polairud  

Polda Malut 

Dokumentasi 

Bukti Dukungan 

Terlaksana 
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dan Udara Polda 

Maluku Utara 

5 membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

Para Komandan 

Kapal dan  Para 

Komandan 

Markas Unit 

Ditpolairud Polda 

Maluku Utara 

Senin, 25 

Oktober 

2023 

Halaman 

Mako 

Ditpolairud 

Polda Malut 

Dokumentasi 

 

Terlaksana 
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b. Ekstern  

NO TAHAPAN/ 

KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT BUKTI 

PENDUKUNG 

KET 

1 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

Gubernur Maluku 

Utara 

Senin, 20 

Oktober 

2023 

Ruang 

Kerja kerja 

GubernurM

aluku Utara 

gedung 

Crisan 

Dokumentasi 

Bukti Dukungan 

Terlaksana 

2 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

Komandan 

Pangkalan 

Angkatan Laut 

Ternate 

Senin, 23 

Oktober 

2023 

Ruang 

Kerja 

Danlanal 

Ternate 

Dokumentasi 

Bukti Dukungan 

Terlaksana 

3 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen Kepala 

Basarnas Ternate 

Senin, 27 

Oktober 

2023 

Ruang 

kerja 

Kepala 

Basarnas 

Ternate 

Dokumentasi 

Bukti Dukungan 

Terlaksana 

4 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

Kepala Dinas 

Kelautan dan 

Perikanan 

Provinsi Maluku 

Utara 

Senin, 31 

Oktober 

2023 

Ruang 

kerja Kadis 

Kelautan 

dan 

Perikanan 

Provinsi 

Maluku 

Utara 

Dokumentasi 

Bukti Dukungan 

Terlaksana 

5 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen dari 

nakhoda kapal 

ikan 

Senin, 31 

Oktober 

2023 

 

Kapal Ikan 

Virgo 

 

Dokumentasi 

 

Terlaksana 
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6 Komunikasi dan 

membangun 

dukungan serta 

komitmen 

Masyarakat 

pesisir desa Saria 

Kecamatan 

Jailolo Kabupaten 

Halmahera Barat 

 

Kamis. 09 

Novembe

r 2023 

 

Balai desa 

Saria 

Kabupaten 

Halmahera 

barat 

 

Dokumentasi 

 

Terlaksana 
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1) Deskripsi 

Dalam rangka  

membangun dukungan 

dan komitmen dari para 

stakeholder internal dan 

eksternal  Project leader 

beserta tim telah 

memperkenalkan proyek 

perubahan tentang tujuan 

dan manfaatnya bagi 

Ditpolairud Polda Malut 

dengan adanya dukungan 

dan komitmen yang 

dibuktikan dengan 

dukungan tertulis dan 

dokumentasi. 

Dengan 

terlaksananya seluruh 

tahapan milestone dan 

dengan adanya dukungan 

dan komitmen dari 

stakeholder interen dan 

eksteren dengan harapan 

pelaksanaan proyek 

perubahan ini dapat 

terlaksana secara 

maksimal sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

2) Kendala 

Dinamika kegiatan 

stakeholder baik internal 

maupun eksternal dimana 

kegiatan sangat padat 

sehingga sulit untuk 

melakukan komunikasi 

untuk meminta dukungan 

dan komitmen terhadap 

proyek perubahan yang 

dibuat oleh project leader, 

dengan keaadaan tersebut 

project leader tetap 

berusaha agar bisa 

melakukan komunikasi 

dan pertemuan secara 

langsung dengan 

menjelaskan tujuan dan 

manfaat dari proyek 

perbahan yang dibuat bagi 

institusi Ditpolairud Polda 

Malut. Dengan demikian 

kepercayaan dari 

Stakeholder interen dan 

eksteren tidak ada 

keraguan untuk 

memberikan dukungan 

dan komitmen
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3. Hasil capaian milestone ketiga yaitu membuat rancangan aplikasi Lapair. 

NO TAHAPAN/ 

KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT BUKTI 

PENDUKUNG 

KET 

1 Kordinasi dengan 

Vendor 

Kamis, 21 

September 

2023 

Ruang 

Bagian 

pembinaan 

operasi 

- Surat perjanjian 

- dokumentasi 

Terlaksana 

2 Uji coba aplikasi 

dengan vendor 

Senin, 9 

Oktober 

2023 

Ruang 

Bagian 

pebinaan 

operasi 

- surat tanda 

terima 

- dokumentasi 

Terlaksana 
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a. Deskripsi 

Melaksanakan Koordinasi 

dengan vendor sebagai 

perancang aplikasi dalam 

membuat alat komunikasi dalam 

hal memudahkan publik untuk 

bekerja sama (kolaborasi) 

dengan Ditpolairud Polda Malut 

berupa aplikasi dengan nama 

yang mudah diingat oleh publik 

yaitu dengan nama “Lapair” 

b. Kendala 

Perlu dibuat Batasan-

batasan tentang laporan yang 

dibuat oleh publik agar tidak 

sembarangan dan memerlukan 

waktu yang agak lama bagi 

vendor untuk membuat aplikasi. 

 

4. Hasil Milestone keempat yaitu mebuat Standar Operasional Prosedur (SOP) 

NO TAHAPAN/ 

KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT BUKTI 

PENDUKUNG 

KET 

1 Rapat Koordinasi 

penyusunan SOP 

Jumat, 

20 

Oktober 

2023 

Ruang rapat 

Ditpolairud 

- Nota Dinas 

- Notulen Rapat 

- Daftar Hadir 

- Dokumentasi 

Terlaksana 

2 Penandatanganan 

SOP 

Senin, 30 

Oktober 

2023 

Ruangan 

Dirpolairud 

- SOP 

- Dokumentasi 

Terlaksana 
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a. Deskripsi 

Sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan membina 

hubungan kerja sama 

(kolaborasi) dengan publik 

wilayah perairan Maluku Utara 

dalam mewujudkan  situasi  

keamanan dan ketertiban yang 

kondusif, dan prosedur 

penanganan laporan dari publik 

apabila diwilayahnya terjadi 

gangguan kamtibmas  

b. Kendala 

Kurangnya pengetahuan 

tim efektif dalam membuat SOP 

dan dengan adanya SOP 

anggota merasa terkekang 

dengan peraturan, Project 

leader memberikan penjelasan 

tentang cara Menyusun SOP 

dan memberikan contoh cara 

menyusun/ membuat SOP serta 

memberi gambaran kepada 

anggota setiap tugas harus 

dilaksanankan sesuai prosedur 

yang berlaku untuk 

meminimalisir kesalahan 

tindakan dilapangan.

  

5. Hasil capaian milestone kelima yaitu penyusunan Draf Keputusan 

Dirpolairud Polda Malut 

NO TAHAPAN/ 

KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT BUKTI 

PENDUKUNG 

KET 

1 Rapat Koordinasi 

penyusunan konsep 

Draf Keputusan 

Selasa, 31 

Oktober 

2023 

Ruang 

Rapat 

Ditpolairud 

- Nota Dinas 

- Daftar Hadir 

- Notulen  

- Dokumentasi 

Terlaksana 

2 Pengajuan usulan 

Kepuitusan 

Dirpolairud 

Jumat, 3 

November 

2023 

Ruangan 

Dirpolairud 

- Nota Dinas 

- Dokumentasi 

Terlaksana 

3 Penandatanganan 

draf Keputusan 

Jumat, 3 

November 

2023 

Ruangan 

Dirpolairud 

- Surat 

Keputusan 

Dirpolairud 

- Dokumentasi 

Terlaksana 
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a. Deskripsi 

Dalam pelaksanaan 

Implementasi Proyek 

Perubahan diperlukan membuat 

surat keputusan Dirpolairud 
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Polda Maluku Utara dalam 

memberikan pelayanan Publik 

dalam rangka mewujudkan 

keamanan dan ketertiban yang 

kondusif melalui alat aplikasi 

yaitu “Lapair” dengan tujuan 

agar dalam pelasanaanya 

memiliki kekuatan.

b. Kendala 

Diperlukan waktu untuk 

menyesuaikan kepada anggota 

berupa sosialisasi kepada 

Publik mengingat jarak dan 

cuaca dalam menempuh pulau-

pulau yang menjadi tanggung 

jawab Komandan Markas Unit 

(Komandan Pos Polairud) 

6. Hasil capaian Milestone keenam yaitu sosialisasi dan uji coba aplikasi 

Lapair pada salah satu kelompok Nelayan di Ternate. 

NO TAHAPAN/ 

KEGIATAN 

WAKTU TEMPAT BUKTI 

PENDUKUNG 

KET 

1 Rapat koordinasi 

rencana 

pelaksanaan 

sosialisasi uji coba 

aplikasi 

Senin ,06 

November 

2023 

Ruang 

Rapat 

Ditpolairud 

- Nota Dinas 

- Daftar Hadir 

- Dokumentasi 

Terlaksana 

Rencana 

sosialisasi 

dilaksanakan 

kepada 

kelompok 

nelayan di 

Ternate 

dialihkan 

kepada 

Masyarakat 

Pesisir desa 

saria 

kecamatan 

Jailolo 

Kabupaten 

Halmahera 

Barat 

2 Pelaksanaan 

Sosialisasi uji coba 

Aplikasi 

Kamis, 09 

November 

2023 

 - Dokumentasi Terlaksana 
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a. Deskripsi 

Rangkaian kegiatan rapat 

Koordinasi rencana 

pelaksanaan sosialisasi uji coba 

aplikasi untuk menentukan 

undangan dan tempat 

pelaksanaan sosialisasi. 

Tujuan sosialisasi 

pelaksanaan uji coba apliksai 

untuk melihat keefektifan alat 

aplikasi yang digunakan tentang 

kekurangan dan kelebihan serta 

tanggapan dari publik yang 

memakai aplikasi tersebut untuk 

memberi masukan agar    publik 

dan Ditpolairud polda Maluku 

Utara dapat efektif dan efisien 

dalam mewujudkan keamanan 

dan ketertiban sesuai harapan 

institusi Ditpolairud.

b. Manfaat  

Manfaat bagi internal dan 

eksternal keamanan dan 

ketertiban masyarakat (Publik) 

dapat terjaga dengan peran 

serta/Kerjasama (Kolaborasi) 

publik dan Ditpolairud Polda 

Maluku Utara. 

7. Kepemimpinan Strategis 

Memaksimalkan kemampuan  

Direktorat Kepolisian Perairan dan 

udara dalam memberikan pelayanan 

kepada publik, project leader perlu 

banyak mengambil pengalaman 

tentang kepemimpinan (Leadershif). 

Terkait upaya bagaimana 

membangun komunikasi yang kuat, 

menjadi pendengar yang baik dan 

berfikir yang positf (positif thinking).  

Dalam mengimplementasikan 

proyek perubahan ini melibatkan 

banyak pemangku kepentingan, 

komunikasi diawali dengan kegiatan 

konsultasi dengan mentor, pada 

tahap berikutnya komunikasi dan 

meminta dukungan dilakukan dengan 

internal dan eksternal Ditpolairud 

Polda Maluku Utara dalam upaya 

membangun dukungan dan 

komitmen dan membentuk tim efektif 
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dalam mengimplementasikan proyek 

perubahan. 

Komitmen dalam kerjasama 

harus tetap dijaga dalam 

membangun empati dan menjadi 

pendengar yang baik, dengan 

memberikan kepercayaan kepada tim 

efektif untuk mengeksplor potensi diri 

masing-masing. Dalam implementasi 

pelaksanaan diharapkan dalam rapat 

koordinasi, sharing ilmu pengetahuan 

sehingga menumbuhkan integritas 

dan kontribusi nyata dalam 

implementasi proyek perubahan. 

8. Imlpementasi Strategi Marketing 

Dalam pelaksanaan 

(implementasi) proyek perubahan ini 

menggunakan suatu strategi 

marketing dengan strategi 4 (empat) 

P dan 1 (satu) C yaitu Product, Price, 

Place, Promotion dan Costumer. 

Dalam mengimplementasikan 

strategi marketing ini dilaksanakan 

mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan dalam hal kesepakatan 

bersama untuk pelaksanaan proyek 

perubahan. 

Strategi marketing yang 

dilakukan meliputi kegiatan 

sosialisasi dari Ditpolairud Polda 

Maluku Utara untuk memberikan 

peningkatan (optimalisasi) pelayanan 

kepada publik dengan cara mengajak 

kerja sama (Kolaborasi) menjaga 

keamanan ketertiban masyarakat 

diwilayahnya dan dari Ditpolairud 

Polda Maluku Utara dalam 

mengoptimalkan pelayanan kepada 

publik memberikan kemudahan yaitu 

masyarakat (publik) hanya 

memberikan laporan situasi tentang 

adanya gangguan kaeamanan 

ketertiban masyarakat diwilayahnya 

(lingkungan) melalui aplikasi yang 

diberi nama “Aplikasi Lapair” dan 

personil akan mendatangi wilayah 

tersebut, manfaat serta imlementasi 

strategi yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. PRODUCT 

Produk yang dihasilkan 

dalam mengimplementasikan 

proyek perubahan ini meliputi : 

1) Surat keputusan 

Dirpolairud Polda Maluku 

Utara tentang 

pemberlakuan dalam 
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rangka meningkatkan 

pelayanan publik 

diberlakukan digitalisasi 

berupa penggunaan 

aplikasi Lapair dengan 

nomor: 

Kep/05/XI/KEP/2023 

2) Standar Operating 

Prosedure (SOP) tentang 

Digitalisasi pelayanan 

publik 

3) Kegiatan sosialisasi 

kepada personil 

Ditpolairud Polda Maluku 

Utara tentang aplikasi 

Lapair 

4) Sosialisasi kepada publik 

melalui personil 

Ditpolairud Polda Maluku 

Utara tentang penggunaan 

aplikasi Lapair.

 

 

b. PRICE 

Price merupakan 

anggaran yang digunakan 

dalam menghasikan suatu 

produksi, harga (price) bukan 

hanya  berbentuk materi tapi 

juga bisa berbentuk moril yaitu 

mulai dari aktifitas rapat, 

koordinasi, pembuatan aplikasi, 

pembuatan surat keputusan, 

pembuatan SOP, dukungan 

stakeholder, dan sosialisasi.  
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c. PLACE 

Merupakan tempat dimana 

suatu produksi yang dihasilkan 

dapat di jangkau oleh costumer 

kita, dalam hal  ini bagaimana 

publik dapat mengakses 

semudah mungkin aplikasi 

lapair dalam memberikan 

laporan kepada Ditpolairud 

Polda Maluku Utara. 

d. PROMOTION 

Strategi promosi yang 

dilakukan berupa penyampaian 

informasi tentang keunggulan 

produk yang  dibuat dan 

membuat tertarik pada 

konsumen untuk mau 

menggunakan/memakai produk 

tersebut, menyampaikan 

informasi dalam strategi 

promosi pelaksanaan proyek 

perubahan ini yaitu : 

1) Deseminasi 

a)  Penandatanganan 

komitmen bersama 

b)  Koordinasi dan 

pernyataan  

dukungan 

c) Sosialisasi 

2) Publikasi 

Pemberitaan di media 

sosial, dan media massa 

diantaranya INDO TIMUR, 

PORTAL DESA, 

KALESANG, PORTAL 

DESA, POROS TIMUR, 

dan POST MALUT. 
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e. COSTUMER 

Costumer merupakan pengguna produk yang di hasilkan yang 

merupakan pelanggan dari kegiatan marketing yang sudah di targetkan, 

dalam implementasi proyek perubahan costumernya yaitu publik di wilayah 

yuridiksi Ditpolairud Maluku Utara yaitu: 

1) Personil Ditpolairud Polda Maluku Utara 

2) Masyarakat Perairan Maluku Utara 

3) Masyarakat Pengguna Jasa Perairan 

4) Instansi Maritim Maluku Utara 
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9.   Keberlanjutan Proyek Perubahan 

a.  Rencana Jangka Menengah 

Keberlanjutan Proyek 

Perubahan pada tahap jangka 

menengah adalah  melakukan 

uji coba dan sosialisasi  kepada 

semua masyarakat diwilayah 

kerja markas unit (pos Polairud) 

oleh personil Direktorat  

Kepolisian perairan dan udara 

Polda Maluku Utara dan 

monitoring pelaksanaannya.  

b. Rencana Jangka Panjang 

Keberlanjutan Proyek 

Perubahan pada tahap jangka 

panjang adalah terlaksananya 

pelayanan publik di semua 

markas unit (Pos Polairud)  

dengan menggunakan aplikasi 

Lapair dan melaksanakan 

monitoring evaluasi terhadap 

keberlanjutan aplikasi tersebut. 

 

 

 

 

 

10. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar Pelaksanaan Strategi 

Pengembangan Kompetensi dalam Proyek Perubahan 

a. Deskripsi 

Organisasi pembelajar 

adalah organisasi yang terampil 

dalam menciptakan, 

memperoleh  dan 

mentransfer pengetahuan, serta 

melakukan modifikasi 

perilakunya sejalan dengan 
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pengetahuan dan wawasan 

yang diperoleh. 

Menurut  David A. Garvin 

(1993) pengetahuan itu sendiri 

yang didapatnya dari hasil 

penciptaan sendiri karena 

kreativitas dan wawasan, 

namun bisa juga datang dari 

luar organisasi atau 

disampaikan dari orang dalam. 

Darimanapun asalnya 

pengetahuan tersebut idealnya 

memberikan perubahan bagi 

organisasi. 

David A. Garvin 

mengemukakan bahwa 

organisasi pembelajar 

setidaknya harus memiliki lima 

unsur  dasar dan ciri sebagai 

pembentuknya (building block). 

Dalam Implementasi proyek 

perubahan, Building Block 

dilaksanakan sebagai berikut : 

1) Pemecahan masalah 

secara sistematis 

(Systematic Problem 

Solving) 

Dalam tahapan 

pelaksanaan milestone  

Implementasi proyek 

perubahan ini, ada 

beberapa kendala dalam 

penyusunan SOP dan 

Keputusan Dirpolairud, 

project leader bersama tim 

efektif melakukan langkah-

langkah: 

a) Rapat Koordinasi 

b) Pengumpulan 

Keputusan Mabes 

Polri tentang dasar-

dasar pelayanan. 

c) Kordinasi dengan 

bidang hukum terkait 

legalitas  

2) Bereksperimen dengan 

pendekatan-pendekatan 

baru (exprementation with 

new approaches) 

Digitalisasi layanan 

publik dalam mewujudkan 

pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat 

dengan tujuan mengajak 

publik untuk turut serta 

(kolaborasi), dengan 

memanfaatkan teknologi 

berupa aplikasi Lapair 

diharapkan publik dapat 

dengan mudah 

menyampaikan keluhan 

tetang situasi keamanan 

ketertiban diwilayahnya 

dan juga suatu bentuk 
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respon Ditpolarud Polda 

Malut terhadap 

perkembangan teknologi 

masa kini. 

3) Belajar dari pengalaman 

dan sejarahnya sendiri 

(learning from their own 

experience and fast 

histories). 

Mekanisme 

pelayanan publik yang 

dilakukan selama ini masih 

dilakukan pelaporan/ 

pengaduan masih bersifat 

manual yaitu Publik/ 

masayarakat yang akan 

memberikan pelaporan/ 

pengaduan diharuskan 

mendatangi kantor polisi 

dengan adanya 

optimalisasi pelayanan 

publik dengan digitalisasi 

yaitu menggunakan 

aplikasi lapair apabila 

publik/ masyarakat 

membutuhkan layananan 

dari Ditpolairud dengan 

menggunakan aplikasi 

lapair petugas/ personil 

akan mendatangi pelapor 

untuk memberikan 

pelayanan sesuai harapan 

publik. 

4) Belajar dari pengalaman 

dan praktik terbaik pihak 

lain  (Learning from the 

experiences and best 

practice of others). 

Instansi eksternal 

Ditpolairud Polda Malut 

yang merupakan 

stakeholder dalam 

pelayanan  yaitu intansi 

maritim, masyarakat 

pesisir dan masyarakat 

pengguna jasa perairan 

(Publik), dalam 

memberikan pelayanan 

kepada publik masih 

belum dapat terlaksana 

secara maksimal 

disebabkan kondisi 

geografis dan 

keterbatasan personil 

dalam  mengatasi hal 

tersebut project leader 

berupaya mengadopsi 

praktek tersebut dalam 

membuat proyek 

perubahan dengan 

membuat suatu alat 

berupa aplikasi dengan 

nama Lapair. 
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5) Mentransfer pengetahuan 

secara cepat dan efesien 

ke segenap unsur 

organisasi (Transfering 

knowledge quickly and 

effencienly throughout the 

organization) 

Pada era digitalisasi 

saat ini dalam mentransfer 

ilmu pengetahuan dapat 

dilakukan melalui media-

media online untuk 

mengefektikan dan 

mengefisienkan waktu 

dengan menggunakan 

WAG, dalam hal-hal 

tertentu diperlukan 

bertatap muka berupa 

sosialisasi kepada personil 

dalam hal penyampaian 

dan penekanan-

penekanan  serta kepada 

publik tentang cara 

penggunaan media online 

tersebut. 

6) Pemanfaatan Sumber 

Daya Organisasi 

Implementasi 

pemanfaatan sumber daya 

organisasi pada proyek 

perubahan ini adalah pada 

pemanfaatan sumber daya 

manusia sebagai potensi 

terbesar yang bisa 

dimanfaatkan untuk 

meraih keberhasilan 

tujuan organisasi, 

khususnya terkait 

komunikasi dengan 

stakeholder. 

Dalam rangka 

merubah peta stakeholder 

dari laten menjadi 

promoter, atau dari 

apathetic menjadi 

defender atau bahkan 

promoter, diperlukan 

strategi komunikasi yang 

tepat dan intensif yang 

diharapkan dapat 

merubah persepsi dan 

sikap dari stakeholder 

terkait sehingga 

mendukung upaya proyek 

perubahan yang 

dilaksanakan dan 

berdampak positif 

terhadap capaian proyek 

perubahan, yang 

dilakukan dalam strategi 

komunikasi pada proyek 

perubahan adalah : 

a) Komunikasi yang 

dilakukan kepada 

stakeholder yang     

mempunyai 
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pengaruh besar dan 

kepentingan tinggi 

yaitu dengan 

menggunakan 

struktur komunikasi 

berstruktur yaitu 

dengan 

memanfaatkan 

pesan-pesan verbal 

secara tertulis 

maupun lisan sesuai 

perintah yang harus 

dilaksanakan, 

penjadwalan tugas 

dan pekerjaan, serta 

struktur organisasi. 

Secara umum 

strategi komunikasi 

yang yang dilakukan 

adalah komunikasi 

dua arah, secara 

spesifik strategi 

komunikasi yang 

mendukung 

berbentuk  

(1) Strategi 

komunikasi 

dengan 

stakeholder 

yang 

merupakan 

atasan 

langsung 

secara 

berjenjang 

(hirarki) 

dilakukan 

dengan 

konsultasi. 

(2)  Strategi 

komunikasi 

dengan 

stakeholder 

yang                 

sederajat atau 

selevel 

dilakukan 

dengan 

 koordinasi.  

(3)  Starategi 

komunikasi 

dengan 

stakeholder 

yang      

merupakan 

bawahan dapat 

dilakukan  

berupa perintah 

(instruksi). 

b) Komunikasi kepada 

stakeholder yang 

mempunyai 

kepentingan tinggi 

namun pengaruh 

kecil. 
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Dalam hal ini 

disebut stakeholder 

defender strategi 

koumunikasi 

dilakukan secara 

dinamis dan 

cenderung agresif, 

karena project leader 

memiliki tujuan untuk 

menstimulasi atau 

merangsang 

stakeholder untuk 

melakukan suatu 

tindakan sesuai 

dengan yang 

diharapkan. Kegiatan 

yang dilaksanakan 

yaitu berupa 

sosialisasi dengan 

materi edukasi 

beserta promosi 

kegunaan dan 

manfaat yang bisa 

didapatkan guna 

mempengaruhi 

stakeholder menuju 

perubahan yang 

diharapkan. 

c) Stakeholder yang 

mempunyai 

kepentingan rendah 

namun pengaruh 

besar. 

Dalam hal ini 

disebut stakeholder 

latent, komunikasi 

yang dilakukan 

dengan cara 

mendatangi 

langsung, konsultasi, 

sharing information 

dengan tujuan untuk 

menggugah 

keingintahuan 

stakeholder yang 

pada akhirnya 

mendukung apa 

yang akan project 

leader lakukan dalam 

implementasi proyek 

perubahan 

d) Komunikasi kepada 

stakeholder yang 

mempunyai 

kepentingan rendah 

dan pengaruh sangat 

kecil. Untuk kuadran  

Apathetis ini 

dibutuhkan 

komunikasi yang 

intensif, pelaksanaan 

sosialisasi dan 

asistensi dengan 

penjelasan rinci baik 

cara kerja maufun 

manfaat-manfaatnya 

serta kelebihan 
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proyek perubahan 

dibandingkan 

dengan pola 

sebelumnya. 

Sehingga tertarik 

dengan suka hati 

mendukung dan 

melaksanakan 

proyek perubahan. 

Ilustrasi peta 

stakeholders dapat 

dilihat pada table 

berikut: 

Identifikasi  Stakeholders 

Latents: 

(Tidak memiliki kepentingan 

khusus, namun punya 

pengaruh yang besar) 

1. KAPOLDA MALUT 

2. GUBERNUR MALUT 

3. WAKAPOLDA MALUT 

4. INSTANSI MARITIM 

PROVINSI MALUT 

Promoter 

(punya kepentingan tinggi 

dsan punya pengaruh 

besar) 

1. DIRPOLAIRUD POLDA   

MALUT 

2. WADIRPOLAIRUD 

POLDA MALUT 

Apathetics: 

(Kepentingan kecil dan 

pengaruh kecil) 

1. STAFF DITPOLAIRUD  

Defenders: 

(punya kepentingan tinggi 

dan pengaruh kecil) 

1. KASUBDIT GAKKUM 

2.  KASUBAG RENMIN 

3. PERSONIL 

DITPOLAIRUD 

3. MASYARAKAT 

PESISIR 

4. MASYARAKAT 

PENGGUNA JASA 

PERAIRAN 
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Identifikasi  Stakeholders 

Latents: 

(Tidak memiliki kepentingan 

khusus, namun punya 

pengaruh yang besar) 

 

Promoter 

(punya kepentingan tinggi 

dan punya pengaruh 

besar) 

1. KAPOLDA MALUT 

2. GUBERNUR MALUT 

3. WAKAPOLDA MALUT 

4. INSTANSI MARITIM 

PROVINSI MALUT 

5.  DIRPOLAIRUD 

POLDA MALUT 

6. WADIR POLAIRUD 

POLDA MALUT 

Apathetics Defendant: 

(punya kepentingan tinggi 

dan pengaruh kecil) 

1.  KASUBDIT GAKKUM 

2. KASUBAG RENMIN 

3. PERSONIL 

DITPOLAIRUD 

3. MASYARAKAT 

PESISIR 

4. MASYARAKAT 

PENGGUNA      JASA 

PERAIRAN 

5. STAFF DITPOLAIRUD 
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11. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan. 

a. Manajemen Pemerintahan  

Manajemen pemerintahan 

saat ini dihadapakan pada 

kondisi VUCA (Volatile 

Uncertainly, Chaotic, 

Ambiguity). Pelayanan Digital 

melalui sistem  Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) 

menjadi pilihan yang tidak 

terhindarkan untuk menjamin 

fungsi pemerintahan dalam 

konteks pelayanan, 

pemberdayaan, dan 

pembangunan. 

Optimalisasi pelayanan 

publik merupakan suatu konsep 

yang perlu dikerahkan untuk 

kolaborasi antar stakeholder 

dengan strategi Collaborative 

Governance. Collaborative 

Governance merupakan salah 

satu tipe governance dan dapat 

menjadi model yang 

diimplementasikan sebagai 

upaya tata kelola pemerintahan 

yang baik (Good Governance) 

dengan pelibatan seluruh 

pemangku kepentingan.

 

b. Sumber Daya Manusia 

Optimalisasi SDM 

perusahaan dapat 

memanfaatkan sumber daya 

manusia yang sudah ada 

secara baik. Manajemen 

sumber daya manusia dalam 

perusahaan perlu 

memperhatikan kelebihan serta 

kekurangan perusahaan seperti 

 jumlah karyawan yang 

tersedia, masa kerja, 

pengetahuan skill, bakat serta 

minat karyawan yang 

bersangkutan.  

Sebelum melakukan 

perencanaan perlu adanya 

penelitian. Termasuk penelitian 

mengenai sumber daya 

manusia. Hal ini berguna untuk 

mendapatkan gambaran serta 

keterangan yang akurat untuk 

menjadi landasan dalam 

aktivitas  manajemen sumber 

daya manusia. 

Dengan adanya 

keterbatasan personil Direktorat 

Kepolisian Perairan dan Udara 

Polda Malut dibandingkan 

dengan situasi geografis 
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provinsi Maluku Utara maka 

perlu diterapkan manajemen 

sumberdaya manusia agar 

mampu memaksimalkan 

penggunaan personil  secara 

efektif dan efesien sesuai 

harapan organisasi, maka 

diperlukan kolaborasi dengan 

publik untuk memaksimalkan 

kemampuan dan kekurangan 

personil tersebut. 

 

c. Pengadaan Barang dan Jasa 

Penerapan teknologi 

dalam layanan pemerintahan 

ditunjukkan untuk mewujudkan 

tata Kelola pemerintahan 

berbasis elektronik dan 

digitalisasi yang mendukung 

pemerintahan yang bersih, 

efektif, transparan dan 

akuntabel. Program 

Transformasi Digital tidak dapat 

dipisahkan dengan Pengadaan 

Barang dan Jasa. Digitalisasi di 

lingkup pengadaan sudah 

terjadi sejak dua dasawarsa 

terakhir, melalui implementasi e-

Proucurement. Untuk 

mewujudkan smart 

procurement harus ditunjang 

dengan pemanfaatan teknologi 

pintar (smart technology) dalam 

pengadaan modern (smart 

operation).  

Peningkatan pelayanan 

publik tidak lepas dari 

pengadaan barang/ jasa dan 

diharapkan dapat memberikan 

nilai manfaat yang sebesar-

besarnya (value for money) dan 

berkontribusi dalam 

meningkatkan penggunaan 

produk dalam negeri, 

peningkatan peran usaha mikro, 

usaha kecil, dan usaha 

menengah, serta pembangunan 

berkelanjutan, oleh karena itu, 

pemerintah aturan pengadaan 

barang dan jasa dalam 

peraturan presiden No.16 tahun 

2018 tentang pengadaan 

barang dan jasa pemerintah 

beserta perubahannya, 

peraturan presiden nomor 12 

tahun 2021 tanggal 02 pebruari 

2021. 

Cara pengadaan barang 

dan jasa pada PBJP secara 

garis besar dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu: 
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1) Swakelola, yakni cara 

memperoleh barang dan 

jasa yang dikerjakan 

sendiri oleh K/L/PD 

pengguna anggaran, 

K/L/PD lain pelaksana 

swakelola, organisasi 

 kemasyarakatan, atau 

kelompok masyarakat. 

2) Penyedia yaitu cara 

memperoleh barang dan 

jasa yang disediakan 

pelaku usaha berdasarkan 

kontrak. 

Sejalan dengan 

perkembangan teknologi, untuk 

pengadaan barang dan jasa 

berdasarkan kontrak pada saat 

ini dilakukan berdasarkan 

kontrak, saat ini menggunakan 

sarana elektronik dengan 

tujuan:  

1) Mencerdaskan kehidupan 

bangsa sebagai bagian 

dari masyarakat informasi 

dunia 

2) Meningkatkan efektivitas 

dan efesiensi pelayanan 

publik.  

Kedua cara dalam 

pengadaan barang dan jasa 

diatas dalam pelaksanaan 

mempunyai konsekwensi pada 

pengeluaran anggaran Negara 

beserta pertanggung jawaban 

keuangan, dalam pengadaan 

aplikasi sebagai alat dalam 

pelayanan publik perlu 

mengacu Perkap 5 tahun 2022 

tentang pertanggung jawaban 

keuangan dilingkungan polri 

dan sesuai prinsip pengadaan 

barang dan jasa yaitu efektif, 

efesien, transfaran dan 

akuntabel. 
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12.   Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri 
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BAB III  PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Dalam   megoptimalkan 

pelayanan kepada publik perlu dibuat 

suatu terobosan inovatif di era 

digitalisasi, dalam rangka memelihara 

keamanan dan ketertiban diwlayah 

peraian Maluku Utara perlu dibuat 

suatu alat  berupa aplikasi yang diberi 

nama Lapair. 

Dalam mengimplementasi Proyek 

Perubahan project leader 

menyelesaiakan tahapan-tahapan yang 

sudah ditentukan sebelumnya, adapun 

tahapan awal dalam implementasi ini 

adalah tahapan pada jangka pendek 

selama 60 (enam puluh hari) yang  

meliputi : 

a. Membentuk Tim Efektif; 

b. Menyelenggarakan focus 

group discussion (FGD) 

dengan stakeholder; 

c. Membuat rancangan aplikasi 

Lapair; 

d. Membuat standar 

operasional prosedur (SOP) 

penggunaan aplikasi Lapair; 

e. Menyusun Draft peraturan 

Direktur Kepolisian Perairan 

Dan Udara Polda Maluku 

Utara; 

f. Melaksanakan uji coba 

aplikasi Lapair disalah satu 

kelompok  nelayan. 

Dengan dialaksanakan tahap 

jangka pendek pelayanan publik dapat 

dioptimalkan, dengan keterbatasan 

personil mampu mengajak publik 

bekerja sama (kolaborasi) menjaga 

situasi keamanan dan ketertiban 

masyarakat dengan memberikan 

pengaduan/ laporan  apabila ada 

gangguan di wilayahnya.kepada 

Direktorat Kepolisian Perairan dan 

Udara melalui aplikasi Lapair 

 

2.  SARAN REKOMENDASI 

Implementasi Proyek Perubahan 

dalam pelayanan publik dengan cara 

mengajak masyarakat bekerja sama 

(kolaborasi) dalam rangka menjaga 
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situasi keamanan ketertiban 

masyarakat dengan menggunakan 

aplikasi lapair harus selalu diterapkan di 

Direktorat Kepolisian Peraiaran dan 

Udara Polda Maluku Utara dan tentu 

harus  dijaga keberlanjutannya. 

Dengan adanya rekomendasi 

Kasatker selaku mentor perlu adanya 

monitoring dan evaluasi terhadap 

tindak lanjut pelaksanaan Proyek 

Perubahan ini sebagaimana yang 

dituangkan pada tahap selanjutnya 

yaitu tahap jangka menengah dan 

tahap jangka panjang. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF 
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SPRINT 
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SPRINT  
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ABSENSI RAPAT TIM EFEKTIF 
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DOKUMENTASI 
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NOTULEN RAPAT TIM EFEKTIF 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
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SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA 
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SURAT TANDA TERIMA 
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NOTA DINAS TIM PENYUSUN SOP 
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DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SOP 
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NOTULEN RAPAT SUSUN SOP 



 

111 
 

 
 
 



 

112 
 

 



 

113 
 

 

ABSENSI RAPAT TIM PEMBUATAN SOP 
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SOP 
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DOKUMENTASI 
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NOTA DINAS TIM PENYUSUN DRAF KEP DIRPOLAIRUD 
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ABSENSI RAPAT TIM PENYUSUN 

SURAT KEPUTUSAN DIRPOLAIRUD 
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NOTULEN DRAF KEPUTUSAN DIRPOLAIRUD 
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SURAT KEPUTUSAN DIRPOLAIRUD 
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NOTA DINAS TIM SOSIALISASI APLIKASI LAPAIR 
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DAFTAR NAMA TIM SOSIALISASI APLIKASI LAPAIR 
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ABSENSI RAPAT TIM SOSIALISASI 
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